
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR d7 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MANGUNHARJO

Menimbang

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar

Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyar:akat

Mangunharjo Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di

Sumatera Selatan (tfmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Talun 2014 Nomor 244, Tambahan

kmbaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terckhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentarg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

20 15 Nomor 58, Tambahal Irmbaran Ne ga.ra

Republik Indonesia Nomor 5679);

BUPATI MUSI RAUIAS

1.

2.
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3.

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1213);

Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2016 tentang

Pembennrkan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawaa (Irmbaran Daerah

I(abupaten Musi Rawas Tahr:n 2016 Nomor 10).

MEMUruSKAN:

PERATURAN BUPATI TET{TANG STANDAR PEI,AYANAN

MIMMAL BADAN I.AYANAN UMUM DAERAH PADA

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MANGLINTTAR,JO

KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalaE Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Ksbupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Keschatan Kabupaten

Musi Rawas.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang seLanjutnya

disebut BLUD adalah Satuart Kerja Perangkat Daerah

atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa

yang diju.ltaq Eengutamakan mencari keuntungan,

dan dalam meLakukan kegiatan nya didasarkan pa.da

prinsip efrsiensi dan produktivitas'

Menetapkar :
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7.

Pola Pengelolaart Keuangan BLUD, yang sel'anjutnya

disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan

keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek

bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupart

bangsa, sebagai pengecualial dari ketentuan

keuangan daerah pada umumnYa.

Pusat Kesehatan Masyarakat, yarg selanjutnya

disebut Puskesmas ada.lah Pusat Kesehatan

Masyarakat Mangunharjo yang merupakan sarana

pel,ayanan kesehatan fungsional dan merupakan Unit

Kerja Perangkat Daera} yang menangani urusan

kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan

secara menyeluruh dan terpadu kepada masyaral<at.

Pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan

untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah

penyakit, mendiagnosa dan mengobati penyakit,

memantau perkembangan penyakit, mencegal

kecacatan, dan merehabilitasi kesehatan pasien.

Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan yang

diberikan oleh tenaga medis dan/atau paramedis

kepada semua pasien yang berkunjung ke

Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas

Pembantu, dan Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan

Desa (PKD), Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu)

dalam ralgka pemeriksaan anarnnesa, observasi,

diagnosis sampai dengan pemberial obat per oral

dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu

tinggal di rawat inap.

Pelayanan tindakal khusus adalah pelayanan tingkat

lanjuta.n yang diberikan oleh tenaga medis atau

paramedis yang mendapat pelimpahan wewenang

kepada pasien tertentu yang berkunjung ke

Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas

8.
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12.
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Pembantu, dan Puskesmas Keliling yang telah

memperoleh pelayaaran kesehatan dan karena

penyakit nya memerlukan tindakan khusus atau

tindakan lanjutan pengobatan.

Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada

pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis,

pengobatan, rehabilitasi medic atau kesehatan lain

nya dengan menempati tempat tidur hrskesmas

Rawat Inap.

Pelayanar gawat darurat adalah pelayanan kesehatan

tingkat lanjutan yang harus diberikan secepat nya

untuk mencegah dan/ atau menanggulangi resiko

kematian atau cacat.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjut nya

disingkat SPM adalah hasil spesihkasi teknis tentang

tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh

Puskesmas kepada masyarakat-

Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang

diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat.

Mutu pelayanan kesehatan adalah kine{a yang

menunjuk pada tingkat kesempumaan pelayanan

kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan

kepuasan pada masyarakat serta pihak lain, tata

penyelenggaraan nya sesuai standar yarg telah

ditetapkan.

Definisi operasional adalah uraian yang dimaksudkan

untuk menjelaskan pengertian dari indicator upaya

kesehatan perorangan dan upaya kesehatan

masyarakat.

Sumber data adalah sumber bahannya atau

keterangan yang dapat dijadikan dasar kajiaa yang

berhubungan Langsung dengan persoalan.

Upaya Kesehatan Perorargan yang selanjutnya

disingkat UKP adalah upaya kesehatan yang

bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan

memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
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19. Upaya l(esehatan Masyarakat yang sclanjutnya

disingkat LJKM adalah upaya kesehatan yang

bertujuan memelihara, meninglattan kesehatEn dan

mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.

20. Upaya penyediaan d"ata kesehatan adafah kegiatan

yang dil'kdk 4 oleh petugas pcngelola data untuk

melakukan data, Pengolahan dan

analisis data hasil kegiatan uPaya kesehatan

perorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan

pemberdayaan masyaralat yang bertuduan untuk

mengetahui kondisi kesehatan dan fa.}ftor yang

mempengaruhinya,

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk

mcmberi panduan kepada Pemerintah Kabupaten

dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan,

p€ngendalian, pengawasan dan pertanggungiawaban

penyelengaraan SPM pada Puslcsmaa.

(21 Standar Pelayaflan Minimaf ini bertujuan untut
meningkattan dan menjamin mutu pelalranan

kesehatan kepada masyarakat.

BAB trI

JENIS PEI,AYANAN, INDIKATOR, STANDAR MLAI,
BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN

URAIAN STANDAR PELAYANAN MIMMAL

Bagian KeEatu

Jenis Pelayanan

Pasal 3

Puakesmas mempunyai twas melaksanakan petrayanan

kesehatAn dengan mengutamakan pencegahan (peuenrifi ,

peayembuhan (tatratO, pemulibat (rehabiwatil) yary

dilaksanakan secara t€rpadu dengan upaya peningkatan

{promoti, serta upaya rujukan.
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Bagian Kedua

Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batas

Waktu PencaPaian

Pasal 4

(1) Jenis pelayanan untuk Puskesmas, meliputi :

a. Upaya Kes€hatan Perseorangan, meliputi :

1) Pelayanan Gawat Darurat;

2) Pelayanan Rawat Jalsn;

3) Pelayanan Rawat Inap;

4) Persalinan;

5) Pelayanan Laboratorium Sederhana;

6) Pelayanan Farmasi;

7) Pelayanan Cizi;

8) PelaYanan Rekam Merlit;

9) Pengclolaan Limbah;

10) Adminiskasi dan Manajemen;

l1) Pelayanan Ambulan ;

12) Pemeliharaan;

13) Pencegahan dan Pengendalian; dan

14) Pelayanan Kearnanan;

b. Upaya Kesehatan Masyarakat, meliputi :

1) Pelayanan Kesehatan lbu Harnil;

2) PeLayanan Kesehatan Ibu Bersalin;

3) Pelaysnan Kesehatan Bayi Baru lahir;
4) Pelayanan Kesehatan Balita;

5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan

Dasar;

6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produldif;

7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanju!

8) Pelayanan Kesehatan Pcnderita Hipertensi;

9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes

Miletus;

lO) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan
Jiwa Berat;

1l) Pelayarran Kesehatan Oralg dengan Tts; dan
l2)Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko

Terinfeksi HIV.
..,_--.--* -- -- -l
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l2l

(3)

IndilGtor, standar nil,ai, batas walrtu pencapaian pada

setiap jenis polayanan untuk upaya kesehatan

perseorangan pada Puskesmas tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Indikator, stsndar nilai, batas waldu pencapaian pada

jenis pelayanan untuk upaya kesehatan masyarakat

pada Puskesmas, tercantum datram lampiralr II

Peraturan Bupati ini.

BAB W

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pusl(esmas yang mcnerapkan PPK BLUD wajib

melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam

Peraturan Bupati ini.

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat

(f) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan

pelayanan yang di pimpinnya sesuai SPM yang di

tetapkan dalam peraturan Bupati ini.

Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM

dihkuf<an oleh tenaga dengan kualifikasi dan

kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan

penmdang-undangan-

BAB V

PENERAPAN

Pasal 6

(1) Kcpafa Puskesmas yang meterapkan PPK BLUD

menlrusun rencana kerja dan anggaran, target, serta

upaya dan pel,aksanaan peningkatan mutu pelayanarr

tahunan Puakesmas yang dipimpinnya berdasarkan

SPM.

(2) Rencana keda dan angg.rran sebagaimana dimaksud

pada ayat (U, disusun dengan menggunakan format

Rencsna Bisnis dan Anggaran.

(U

(21

(3)
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(3) setiaP *"-"-"-'-*Ty:T-Hrf:;Hffi
pelayanan )rang menJaor

U"* -""*u* Oada SPM'

BABVl

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

rrr Pembinaan tekttis Puskesmas yang menerapksn PPK

t^' 

"iu, 
oo"*u'" olch Kepala Dinas Kesehatan'

pr I"-r,'""" .'"T. T*:f iffi:Tfftr
PPK BLUD dilakukan

Keuangan (PPKD)

(3) Pembinaan sebagaimana tlimaksud pada ayat (1) dan

*' 
"r., 

(2), b€rupa fasilitasi' Pemberian oricntasi umum'

**; Eknis' bimbingan telmis' pendidikan dan

'"* 
"*" 

**- teklislairmya yang mencakup :

". 
p"'t'itu"S- sumber daya daJr dana yang

liUutt'f*an untut mencaPai SPM;

b. pen,'usunan r€ncana p€ncaPaian sPM dan

- 
*.,"*r"" *t tahunsn pencaPaian SPM;

c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;

i i'"*o" ot"stasi kerja petrcapaian sPM;

e. penlnrsunan peratrran p€rundang-undangan

untuk implementasi PPK BLUD Pada Puskesmas

Yang bersangkutan;

f. Penyusunan Rencana Bisni8 dan Anggann;

g. Pelaksanaan anggaran; dan

h. Akuntansi dan pelaporan keuangan'

Baaian Kedua

Pengawasan

Pasal I

(1) Pengawasan aifamkan oleh Perangkat Daerah yang

mempunyai tugas dan fu[gsi pengawasan'

linil f:a,i8liii,.:;
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(21

(3)

(1)

(21

(3)

(4)

Sctrain pengawasan yang dilakrrkarr olch Perangkat

Daerair yang mempunyai tugas dan fungBi

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat dilakukan oleh pengawas internal'

Pengavas internd s€bagaimana dirnaLsud peda ayat

(2), dilaksanakan oleh intemal auditor yang

berkedudukan langsung dibawah I(epala Puskesmas

eesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

BLUD yarg memiliki rcalieasi nilai omaet tahunan

menurut tratrrcran oFrasional atau nilai aset menurut

neraca yang memenuld syarat minimal, daPat

dibenh:k dewan pengawas.

Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana

dimgksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3

(tige) orang atau 5 0ima) orang daa seorang di

antara anggota dewan lrngawas ditetaplGn sebagai

ketua dewan pengawas.

Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dan jurnlah anggota dewan pengawas

sebagaimana dimaksud pada aJrat (2), mengikuti

pcraturan yang ditetapkan oleh Menteri DaleJr

Negeri.

D€f,'afl Irngawas dibcntuk deltgart keputusan

Bupati atas usulan pemimpin BLUD.

Pasd 10

(1) Dewan pcargawas Ucrtugas melalmkan

dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang

dilakukan oleh pejabat pengelola s€suai dengan

ketentuan peraturan penrndang-undangan.
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(21 Dewan pengawas berkewajiban:

a. memhrikan pendapat dan saran kepada Bupati

mengenai RBA yang diusulkan oleh pqjabat

pengeloLa;

b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan

memberikan pendapat s€rta saran kepada Bupa.ti

mengenai setiap masalah yang dianggap penting

bagi pengelolaan BLUD;

c. melaporkan kepada Bupati t€ntang kinerja BLUD;

d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola

dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;

e. melakukan evaluasi dan penilaian kineda baik

keuangan maupun non keuangan, serta

memberikan saral dan catatan-catatan penting

untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola

BLUD; dan

f. memonitor tindak lartjut hasil evaluasi dan

penilaian kinerja.

Dewan pengawas mel,aporkan pelaksanaan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati

secara berkala paling sedikit l. (satu) kali dalam satu

tahun dan sewaktu-wakhr apabila diperlukan.

Pasal I 1

Anggota dewan penBawa.s dapat terdiri dari unsu!-

unsur:

a. pcjabat Ferangkat Daerah yang berkaitan dengal

kegiatan BLUD;

b. pejabat Perangkat Daerah yang membidangi

pengelolaan keuangal daerah; dan

c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Pcngangkatan anggota dewan pengawas tidak

bersamaan walrtunya dengan pengangkatan

pejabat pengelola BLUDi

(3)

(1)

(21
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(3) Iftiteria yang dapat diu3ulkan meqiadi dewan

pengawas, yaitu:

a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-

masal,ah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD,

serta dapat menyediakan waktu yang cukup

unhrk melaksanakan tugasnya;

b. mampu meLaksanakan p€rbuatan hukum dan

tidak pemah dinyatakan pailit atau tidak
pernah menjadi anggota dircksi atau

komisaris, atau dewan pengawas yang

dinyatakan bcrsafah sehingga menyebabkan

suatu badar usaha pailit atau orang yang

tidak pernah melakukan tindak pidana yang

merugikan daerah; dan

c. mempunyai kompetensi dalam bidang msrajemen

keuangan, sumber daya manusia dal mempunyai

komitmen terhadap peningkatan kualitss

pelayanan publik.

Pasal 12

Masa jabatan angSota dewan pengawas ditetapkan

sclama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali

unhrk satu kali masajabatan berikutnya.

Anggota dewan lrngawas dapat diberhentikan

sebelum wal<tunya oleh Bupati.

Femberhentian anggota dewan lrcngawas sebelum

waktunya scbagaimana dimaksud pada ayat (2),

apabila:

a- tidak dapat melaksanaLan tugasnya dengan baik;

b. tidak meLaksanakan ketentuan perundang-

undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;

atau

d. dipidana penjara karena diperealahkan

meLakukarr tindak pidana daD/atau kcsalahan

yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan

pengawasan atas BLUD.

(1)

l2l

(3)



(1)

(21

Pasal f3

Bupati dapat mengangkat sekretads dewan pengawaa

untuk meldukung kelencaran tugas dewan

Pengawaa.

Sekretaris dewan pengawaa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), bukn merupakan anggota dewan

pengawas.

Pasal 14

Segala biaya yang diperluksn dalam pelaksanaan

tugas dewan pengas,as dan sekretaris dewan pengawas

dibcbelkan pada BLUD dan dimuat alalaE RBA.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanSgal

diundangkan.

ASff setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati irli dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

Ditetapkan di Muam Beliti
padatanggal 6 lqt"tul€ 2otg

RAWAS,

Dirmdangf,an di Muara Beliti
pada tangal 6 @u'tc 2}lg
SEKREf,ARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OTS NOI"ON.(7

L2



(l)

(21

Pasal 13

Bupati dapat mengangkat gekretaris dewan pengawas

r:ntuk mendukung kelancaran tugas dewan

pcnBawas.

Selretaris dewan pengawas dimaksud

pada ayat (f), bukan merupakan anggota dewan

pengawas.

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pclaksanaan

tugas dewan pengawas dan seketaris dewan pengawas

dibcbarkan pada BLUD dan dimuat d.l.rn RBA'

BAB VIII

KETEI{TUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Asar sctiap orang mengetahui4,a memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempetannya dalam Berita Daerah Ikbupaten Muei

Rawas.

PAR/I i;a i. . Ditetapkan di Muara Beliti
20t9

6ruDMr

Diundanglan di Muara Bcliti
pada tangml 6 a4*tn 2olg
SEKRETARIS DAERAH
TABUPATEN MUSI RAWAS,

tanggal 6 k$eabg'

BERITA DAERAH NABUPATEN MUSI RAWAS TAHTJN 2019 NOMOR.#

t2


